
•
•Mengingat

,

•• a. bahwa dengan adanya perubahan tata cara pembagian
dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa serta
prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
225/PMK.071 2017 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa, maka perlu dilakukan
perubahan terhadap Peraturan Bupati Lombok Utara
Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian
dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Serta
Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Lombok
Utara Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu metetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Lombok Utara Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Desa Serta Prioritas Penggunaan Dana Desa di
Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2018;

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi
Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4872);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

Menimbang

BUPATI LOMBOK UTARA,

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA MOMOR 47
TABUK 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAP

R1N DANA DESA SETIAP DESA SERTA PRlORlTAS PENGGUNAAN
DANA DESA DI KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR25TABUN 2018

TENTANG
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PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 47 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIANDANA DESA SETIAP DESA SERTA PRIORITAS
PENGGUNAANDANA DESA DI KABUPATENLOMBOK
UTARATAHUNANGGARAN2018.

••Menetapkan

MEMUTUSKAN:

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 ten tang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
ten tang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1970);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017
tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap
Kabupaterr/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa
Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1884);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor
15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Utara Nomor 62);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun
2017 Nomor 10);

11. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 46 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2018
(Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017
Nomor 46);
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten LombokUtara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati LombokUtara.
3a. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN,adalah

rekening tempat penyiropanan uang negara yang ditentukan oleh
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung
seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara
pada bank sentral.

4. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD,adalah
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, darr/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

8. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disehut BUMDesa, adalah
hadan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

9. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening
tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

10.Kewenangan Desa adalah Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
Kewenangan berdasarkan hak asal-usul, Kewenangan lokal berskala
Desa, Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaterr/Kota serta
Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 47 Tahun
2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Desa Serta Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Utara
Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017
Nomor 47) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 1 angka yaitu
angka 3a sehingga Pasal1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal I
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(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD
ke RKDpaling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima
RKUDdan persyaratan penyaluran Dana Desa telah dipenuhi.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga
bulan Juni sebesar 200/0(dua puluh persen);

b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat
bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan

c. tahap IIIpaling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan
penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesadari Kepala Desa.
b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.

c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa sampai dengan Tahap II dari Kepala Desa.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai
dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c,
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar
75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output
menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

(5) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b dan huruf
c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari
seluruh kegiatan.

(6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan tabel
referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume
output, cara pengadaan, dan capaian output.

(7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat
memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan
yang diterbitkan oleh kementerian Zlembagaterkait.

Pasal9

3. Ketentuan Pasa19 diubah sehingga Pasal9 berbunyi sebagai berikut:

Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lombok
Utara Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal8

2. Ketentuan Pasal8 diubah sehingga Pasal8 berbunyi sebagai berikut :

11.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaterr/Kota dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

12.Jumlah Desa adalah jumlah Desa di Kabupaten Lombok Utara yang
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
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(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3);

h. Terdapat Sisa Dana Desa di RKDtahun anggaran sebelumnya lebih
dari 300/0 (tiga puluh persen); dan/atau

c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas
fungsional daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun
anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya.

(3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih
besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II,
penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran
berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih
lebih besar dari 300/0 (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang
ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan
dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPNselaku KPA
Penyaluran DAKFisik dan Dana Desa.

Pasa119

5. Ketentuan Pasal19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)diubah sehingga Pasa119
berbunyi sebagai berikut :

• •1n1.

(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat
menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:
a.laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya; dan

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai
dengan tahap II.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai
dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu
penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4),Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output
kepada Bupati melalui Camat.

(6) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa
sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

Pasal18

4. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b, ayat (3), ayat (4) diubah dan
ditambahkan satu ayat yaitu ayat (6), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai
berikut:
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(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (1)huruf a telah diterima;
b. sisa Dana Desa di RKDtahun anggaran sebelumnya kurang dari atau
sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai
dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan
lagi ke RKDdan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUDsebagaimana dimaksud
pada ayat (2) kepada Kepala KPPNselaku KPAPenyaluran DAKFisik
dan Dana Desa.

(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan
mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun
anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan
APBDesatahun anggaran berikutnya.

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUDsebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran
berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUDbelum disalurkan dari RKUDke
RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan,
sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurangan dalam
penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUNke RKUDtahun anggaran
berjalan.

(7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum
minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati
menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang
belum disalurkan dari RKUNke RKUDkepada Kepala KPPNselaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga
bulan Juni tahun anggaran berjalan. ,

(8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II dari
Bupati, Kepala KPPNselaku KPAPenyaluran DAKFisik dan Dana Desa
menyalurkan Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUNke
RKUDpaling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.

(9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana
Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sisa Dana Desa
tahap II yang belum disalurkan dari RKUNke RKUDtahun anggaran
berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi sisa anggaran
lebih pada RKUN.

Pasal20

6. Ketentuan Pasal20 diubah, sehingga Pasal20 berbunyi sebagai berikut:

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah dalam hal
terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/ atau
penggunaan Dana Desa.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan
kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAKFisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
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fH. NAJMUL AKHYAR

:ATILOMBOK UTARA,

NO KECAMATAN DESA JUMLAH
1 Tanjung 1.482.544.000,-
2 Sokong 1.461.440.000,-
3 Jen ala 1.611.100.000,-
4 Tanjung Tegal Maia 1.528.124.000,-
5 Sigar Pen' alin 1.647.490.000,-
6 Mendana 1.112.857.000,-
7 Teniga 1.253.533.000,-
8 Gondang 1.322.105.000,-
9 Bentek 1.847.765.000,-
10 Gangga Gen elang 1.694.854.000,-
11 Rempek 1.517.905.000,-
12 Sambik Ban.,Kkol 1.713.222.000,-
13 Kayangan 1.236.172.000,-
14 Santong 1.252.734.000,-
15 Selengen 1.674.320.000,-
16 Sesait 1.816.547.000,-
17 Kayangan Gumantar 1.942.893.000,-
18 Salut 1.620.998.000,-
19 Dan~ang 1.206.664.000,-
20 Pendua 1.175.969.000,-
21 Bayan 1.540.317.000,-
22 Loloan 1.491.363.000,-
23 Anyar 921.133.000,-
24 Sukadana 2.179.390.000,-
25 Bayan Akar Akar 1.770.600.000,-
26 Senaru 1.820.612.000,-
27 Mumbul Sari 1.318.313.000,-
28 Sambik Elen 1.457.286.000,-
29 Karang Baio 1.222.604.000,-
30 Pemenan_g_Timur 1.332.895.000,-
31 Pemenang Pemenang Barat 1.889.565.000,-
32 Gili Indah 879.010.000, -
33 Malaka 1.491.331.000,-

TOTAL 49.443.655.000,-

Besaran Dana Desa (DD)- Desa se Kabupaten Lombok Utara
Tahun Anggaran 2018

Lampiran I : Peraturan Bupati Lombok Utara
Nomor : ",5 Tahun 2018
Tanggal : "" januan .wl~
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor

47 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian
dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
Serta Prioritas Penggunaan Dana Desa di
Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran
2018.

• •
. -,

•



BI4aag Tak 'l'erdup
Kcgiatao. ._ rOO .

dst _. _"."">., .• ~•• -, oo .. oo _.

.

I 2.;a
f
· 2.2.1
2.2.2

2.3
2 3.~

. 2.3.2
!
I

.,
f
j l,, ;
~ .

J
, lI
<, \

I
! 1, t,, !

I

!
J Bidang Pembe-niayaan Masya.ra.ka.t

I Kcgiat8ll. ,,' ,.. --' --...
. dst .. ,_'.., _ , _,

Ji BJdanl Pc.m.blnaap Kemasyarakatan
• K .I egu!lfJUl , ..
dst --~"~~""',"I " ••• , .

2.4
2.4.1

I ::1.4.2
Ii 2.5
1 2.5,1
I 2.5.2
tr
;, ...-----

Ke-giat.3ll ~ ,., ' .. _ __., .
dst. _,.._ __ '. '_','

2.1
?.1. 1
2.1.2

i

~_.;._ .l__ . .__.___ --L.._J

BELANJA BANT1.JAN KE DESA A
Di41l:ag PeAYele:Dggaraaa
Pe.meriDta1:uln

2.

t
I

I
I
I
~
t,

r
I

r
i,..

J
I i

.1
I,
1
I

, ..
~j '£,

I
,,

!
J I

I i "',_,...... ... " ..,
dsr,__.~ ~, _ ~__._.p ,_. __ .. _ _ •• _ ,_ ••

13

KETHOMOR

-e . ----·- .... --·-·-·--~·· ...... ·r·------·-·"-··..'"-····-.,-----r----.-..·r·-----r----._ ._ ._ ·..···..·-l·..--·-

URAIAN ~. VOLUME CARA! ANQGARAN RF..I\USASt I SlSA % TE~AQA RAS!
OlJ'TPUT I. Oll'TPITT l-ENGAOAAN! ,CAPAl/!w~ KERJA ell 1 I \]PAl-!

f I 1 OUTPUT (
.._..., ~. ~ '" . -+__ ~ t i"'-'''--'R;; .~..-..,..- .."', ._ --...._..._ -~f"-- .---.--...-...,,-".- ' ';--.,,)~P.,-.~·-"'_;'i.--::'-~':---+---"---.'~'.":.~._'''.....:o"-,,raJ'l=\I!t..___-t-_,f!ari-··''''·······..R..·--

1 1 :I 3 5 6; 7 1 8 "76 . 9 ]0 l' 12
......-.- ,..~1·,----+, 'PEIiDAPATAN ..---- - •.-,--+----+--.--+----.- -...-----t---.............. -_ ~.- -.-+---- --1-----
2.2 P«mdap«tan. rra~'~ l
1

':J , ~
.2.1 D_Pesa I '

'!'AHAP PERiAMA ..j' 'I'. 11:TAIiA.P KWUA.
JVMLAH PEliDAPATAN

! i

Pagu ~1_~~ Rn. __ --'-'~ ,T •• ~ ....,_ --~=''''--'.- -

I..APORAN REAtlSAS! PENYERAPA."II DA~ CAPAIAN ourror DANA 1)£S.A
TAHAP TAHtm ANGGARA.~ '"

PEMERnfiAH DESA .
KEC..AMATAN ." ..

KABUi·An~N/:KOTA ..

~\,
!
i,
!

!Cegiat'W} .>, ~ ~~_~._.~•••• ~•••.• , •••.•• , ..

r----."".,.--.- ..---.-.-.--.....-..~--.....------ .---------,_ .-.-._.-,.,.~,~-.....,.~ ..... -----.~-.---~.--.- •• -.----- ....... '_<,>,_--

FORMAT LAPORANREALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIANOUTPUT DANADESA

"

: Peraturan Bupati Lombok Utara
Nomor : ::l~Tahun 2018
Tanggal : 2.q ~~ dC', ~\<a
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan

Rincian Dana Desa Setiap Desa Serta Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Utara
Tahun Anggaran 2018.
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